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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
penyertaanya telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk dapat
melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepl. Talaud untuk
Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 memberikan gambaran kepada kita
tentang program dan kegiatan DP3A-PMD yang akan dilaksanakan ditahun 2023 yang
merupakan program prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat di Kabupaten Talaud.

Dengan diterbitkannya Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi tolak ukur /
indikator penting dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi bagi para
aparatur di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, pembedayaan
Masyarakat dan Desa. Semoga Rencana Kerja di Tahun Anggaran 2023 ini dapat

terlaksana dengan baik.

Demikian Rencana Kerja DP3A-PMD Kabupaten Kepulauan Talaud ini kami buat

dan diucapkan terima kasih.

XAH KA&

S \
/ KABUPKE!
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DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
serta berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang
berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah
yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) OPD. Renja OPD adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang
harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang
definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD
dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal
RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan
dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan
yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD pada dasarnya
merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD Tahun
2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta
dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
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1.2

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan

penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara
dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan
basis data Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat arah kebijakan

pemerintahan selama satu tahun.

Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan
anak, pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2022 didasarkan pada :
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA SKPD) adalah
sebagai berikut :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);
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4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jlasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
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Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310) ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525) ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) ;

28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019.
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1.3

1.4

Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2023, bertujuan untuk menunjukan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai
kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :
a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas P3APMD;

b. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2023.

Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS P3APMD KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas P3APMD Kabupaten
Kepulauan Talaud
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan
Talaud
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3APMD
Kabupaten Kepulauan Talaud
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PADA DINAS P3APMD KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja pada DP3APMD Kabupaten Kepulauan
Talaud

3.3 Program dan Kegiatan
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V  PENUTUP
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BAB 11
HASIL EVALUASI RENJA DP3APMD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun
dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan
kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari
kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value
for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai
berikut :

a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti
anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk
melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat
dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan.

b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah
dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban
keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas
dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DP3APMD Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2021 dan Tahun 2022 disajikan dalam tabel 2.1 pada lampiran 1.
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Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DINAS P3APMD Tahun 2021

dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a.

Terdapat Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran, antara lain :
1) Program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat
Daerah:
- Kegiatan korrdinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
2) Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
Daerah:
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
3) Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah:

- Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target

kinerja hasil/ keluaran adalah :
1) Program penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan
yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota:
- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban
kekerasan kewenangan kabupaten/kota;
2) Program PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
kewenangan kabupaten/kota:
- Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak
kewenangan kabupaten/kota;
3) Program administrasi keuangan perangkat daerah :
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
4) Program administrasi umum perangkat daerah :
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan bahan logistic kantor Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan;
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
5) Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ;

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
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6) Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
7) Program penyelenggaraan penataan desa :
- Fasilitasi tata wilayah desa;
8) Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaran administrasi
pemerintahan desa :
- Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian
kepala desa;
- Fasiltasi penyusunan profil desa;
Dari hasil pelaksanaan evaluasi Renja Dinas P3APMD dan capaian Renstra Tahun 2021,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kegiatan-kegiatan dengan capaian
sangat baik dengan realisasi kegiatan mencapai 95%, namun ada juga kegiatan dan
beberapa belanja yang tidak dapat dilaksanakan.
Hal ini disebabkan karena :
» Pengalokasian anggaran yang tidak berkelanjutan di tahun pelaksanaan renja
tahun sebelumnya;
» Telah dilakukan refocusing anggaran;
Alokasi anggaran di rasionalisasi karena pandemic Covid-19 adalah bencana yang
disebabkan oleh factor non alam yaitu corona virus 19 (covid-19).
c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA DINAS P3APMD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD tidak terlalu berpengaruh, sebab kegiatan yang
memenuhi target tersebut sebenarnya sudah dilakukan maksimal sesuai pengaduan

yang diterima.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud
Sesuai dengan dokumen RENSTRA Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2020-2025 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan,

sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Rencana Strategis Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025

) ) Target Indikator Sasaran
No | Tuuan Sasaran Indikator 2021 20922 2023 | 2024 | 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (9)
1. | Terciptanya Meningkatkan Presentase 0.09 0.09 0.06 0.06 0.03
kehidupan kualitas hidup penurunan kasus
keluarga perempuan dan kekerasan
yang anak di terhadap
berkualitas kabupaten perempuan dan
kepulauan talaud anak
Presentase 63.34 | 61.16 | 58.97 | 56.79 | 54.61
korban kekerasan
perempuan yang
memiliki usaha
yang mandiri
2 | Menurunkan | Meningkatkan Presentase desa | 69.89 | 80.65 | 86.02 | 87.10 | 89.25
angka kualitas yang berhasil
kemiskinan | pemberdayaan dalm program
di pedesaan | masyarakat dan | pemberdayaan
pemerintahan penanggulangan
desa dalam | kemiskinan
usaha pedesaan
penanggulangan
kemiskinan
pedesaan

Analisis kinerja pelayanan Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud

sesuai dengan RENSTRA dinas P3APMD tertuang
Strategis Tahun 2021 yang tersaji dalam Tabel 2.3 pada lampiran 2.

dalam capaian Sasaran

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan
indikator sasaran organisasi, yaitu :
a. Faktor Pendorong :
1) Struktur Organisasi Dinas P3APMD Kabupaten Kepualauan Talaud yang
telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 52 Tahun
2016, sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh
staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2) Mekanisme kerja Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud yang
berorientasi kepada pencapaian kinerja.
3) Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Dinas p3APMD Kabupaten Kabupaten Kepulauan
Talaud dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga

menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
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2.3.

4) Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya
peningkatan kualitas hasil pengawasan.

5) Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil
yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

1) Belum memadainya jumlah kebutuhan aparatur pengawasan
dibandingkan dengan jumlah objek (Perangkat daerah, Desa &
Kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa.

2) Belum memadainya jumlah kebutuhan aparatur pengawasan yang
memiliki sertifikat pengawasan.

3) Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan
Perangkat Daerah masih belum optimal.

5) Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional

dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3APMD
Kabupaten Kepulauan Talaud
Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi
perangkat daerah dimasa datang. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran
kinerja Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan
masyarakat dan desa kabupaten kepulauan Talaud perlu dilakukan analisis yang
menyeluruh dan terpadu terhadap factor lingkungan termasuk isu-isu strategis
yang dapat mempengaruhi tercapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penentua
isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan
metode Focus Group Discusion (FGD), dan diperoleh kesimpulan tentang
permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut :
a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan perangkat daerah.
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan

perangkat daerah.
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Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1) Belum semua perangkat daerah mengintegrasikan komposit IPG kedalam
dokumen perencanaan dan penggagaran.

2) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari
rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus
kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan
sangat rentan terhadap kekerasan.

3) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

4) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

Permasalahan terkait perlindungan anak:

1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti
pekerja anak, perkawinan anak, pemerkosaan terhadap anak perempuan
dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

2) Munculnya berbagai tindak kekerasan anak

Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

1) Belum optimalnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI)
tentang PPPA masih belum optimal.

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa.

1) Belum optimalnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan
pemerintahan desa.

2) Belum memahami tentang pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan

desa.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayan Perempuan

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelayanan

kemasyarakatan, maka yang menjadi Isu Stragetis adalah :

1.

2
3.
4

Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam parlemen.
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2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan
temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan

dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Talaud
Nama Perangkat Daerah : Dinas P3APMD

Program/ Indikator Besaran/
No Lokasi Catatan
Kegiatan Kinerja Volume
(1) (2) (3) 4) (5) (6)
- - - - Tidak ada
usulan
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS P3APMD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, vyaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan
daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP
Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023 dapat disusun
hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan

Daerah

No Prioritas Nasional Prioritas Daerah
1 | MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP,
MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA,
DAN PERUBAHAN IKLIM

2 | MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKAM REFORMASI BIROKRASI DAN
DAN TRANSPORMASI PELAYANAN PUBLIK | TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK

3 | MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK
MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI
DAN PELAYANAN DASAR

4 | REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN

5 | MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN
BERDAYA SAING

6 | MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK
MENGURANGI KESENJANGAN DAN
MENJAMIN PEMERATAAN

7 | MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI
UNTUK PERTUMBUHAN YANG
BERKUALITAS DAN BERKEADILAN
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Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APMD Kabupaten
Kepulauan Talaud maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada
Prioritas ke-2 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan
Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja
Tahun 2023 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA dinas P3APMD tahun 2020-
2025, yang mengacu pada pencapaian misi ke dua yaitu :
“Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Elok”
Dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Tujuan :
1. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
b. Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa secara
dinamis dan berkelanjutan;
Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat;
Meningkatnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat;
Meningkatnya pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan
dalam mengelola sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
5. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan social budaya
masyarakat;
Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA tahun 2022, maka tujuan dan
sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok
dan fungsi Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Quality Assurance dan
Consulting bagi Bupati Kepulauan Talaud terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten
Kepulauan Talaud.

3.3. Program dan Kegiatan
Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Dinas P3APMD Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024, dapat dijelaskan dalam 3.2 pada lampiran 4.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS P3APMD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Dinas P3APMD Kabupaten
Kepulauan Talaud dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan
rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan
bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas P3APMD
merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA). Keduanya merupakan
penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan
atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata
cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian
program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan
diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). untuk Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal
rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah telah mengunakan sistem yang

terintegrasi melalui SIPD dan terdapat dalam tabel 4.1 pada lampiran 5
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